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BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan Eksekusi Piutang Negara dilalui oleh proses penagihan yang
dilakukan terlebih dahulu oleh tingkat pertama untuk diselesaikan sendiri oleh
Instansi Pemerintah atau Penyerah Piutang. Pada saat penagihan yang dilakukan
tersebut macet dan tidak dapat menyelesaikan penagihan maka Pihak Penyerah
Piutang atau BLU (Badan Layanan Umum) dan LPDB (Lembaga Pengelola
Dana Bantuan) dalam hal ini termasuk dalam Instansi Pemerintah menyerahkan
Piutang kepada KPKNL Malang. Dalam melakukan penyerahan pengurusan
Piutang Negara dilakukan secara tertulis dilampirkan dokumen lalu diserahkan
kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dengan
memenuhi beberapa ketentuan.
Pelaksanaan Eksekusi Piutang Negara dilakukan dengan beberapa tahap proses
untuk menyelesaikan Piutang Negara. Pelaksanaan Eksekusi Piutang Negara
Tanpa Barang Jaminan dilakukan sama dan harus sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang
Negara.
Dalam Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh KPKNL Malang terkait
Piutang Negara yang diserahkan oleh Universitas Negeri Malang tidak
ditindaklanjuti oleh KPKNL Malang dikarenakan Mahasiswa tersebut merasa
bahwa dirinya tidak memiliki hutang terhadap negara dan sudah tidak berkuliah
di Universitas tersebut. Oleh karenanya mahasiswa tersebut menentang adanya
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hutang dan pihak KPKNL Malang pun menerima pernyataan tersebut sehingga 
pelaksanaan eksekusi piutang negara tidak dilanjutkan. Dimana hal tersebut 
tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 
tentang Pengurusan Piutang Negara. 
Pelaksanaan Eksekusi Piutang Negara yang diserahkan oleh LPDB telah 
dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada saat wawancara dengan 
Pihak KPKNL Malang yanmenjelaskan bahwa proses pelaksanaan yang 
dilakukan oleh KPKNL Malang dilakukan sampai dengan Surat Pernyataan 
Pengurusan Piutang Negara Lunas (SPPNL). Sehingga proses pelaksanaan 
eksekusi yang terjadi di lapangan tidak ditemukannya kesalahan yang dilakukan 
oleh KPKNL Malang. 
2. Dalam Penyelesaian Piutang Negara Tanpa Barang Jaminan yang dilakukan 
oleh KPKNL Malang adalah melakukan tindakan penghapusan piutang negara 
kepada masiswa tersebut, untuk itu Tindakan yang dilakukan oleh KPKNL 
Malang kepada masiswa tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Dimana dalam Pasal 285 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara menjelaskan bahwa 
Penghapusan Piutang dapat dihapuskan dengan syarat telah disetujui oleh pihak 
penyerah piutang, maksimal hutang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta 
rupiah) dan Penanggung Hutang tidak mampu untuk membayar hutang-
hutangnya kepada negara maka dapat dilakukan penghapusan piutang tanpa 
melalui surat paksa, namun dalam kasus tersebut tidak dilakukan 
pelaksanaannya sesuai dengan peraturan oleh pihak KPKNL Malang.  
 96 
 
Penyelesaian Piutang Negara terkait debitur dari LPDB dengan melakukan 
tindakan pencekalan atau pencegahan berepergian keluar wilayah Indonesia 
dikarenakan penanggung hutang tidak merespon panggilan yang diberikan oleh 
KPKNL Malang. Setelah Penanggung Hutang tidak hadir dalam pemanggilan 
terakhir, KPKNL melakukan pengecekan dan ditemukan bahwa penanggung 
hutang sering berpergian ke luar wilayah Indonesia untuk ibadah umroh setiap 
tahunnya. Mengetahui hal tersebut KPKNL Malang melakukan tindakan 
sebagai wewenangnya untuk melakukan pencekalan atau pencegahan keluar 
wilayah Indonesia.  
Untuk Tindakan pencekalan atau pencegahan berpergian keluar negeri yang 
dilakukan oleh KPKNL Malang menurut Penulis belum sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan 
Piutang Negara karena menimbang adanya proses yang dapat dilakukan oleh 
KPKNL Malang setelah Surat Pemanggilan yaitu Surat Paksa, Surat Perintah 
Penyitaan terkait barang milik Penanggung Hutang sebelum melakukan 
Tindakan tersebut. Dikarenakan Penanggung Hutang menurut Penulis belum 
melanggar Pasal 128 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. 
 
B. SARAN  
1. Melakukan pembinaan dan wawasan kepada mahasiswa terkait Piutang Negara 
sebagai salah satu pengetahuan aspek yang berguna dikemudian hari. 
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2. Lebih ditingkatkan dalam hal pengawasan dalam melakukan tindakan yang 
dilakukan Pihak KPKNL sebagai prosedur dan eksekusi Piutang Negara agar 
tercapai hasil maksimal dan tidak merugikan negara 
3. LPDB sebagai salah satu penyalur dana bantuan untuk masyarakat yang 
membutuhkan dana usaha, saran penulis adalah dengan melakukan peneliatian 
terkait bidang usaha yang diberikan dana oleh pemerintah agar tidak terjadi 
masalah dikemudian hari. 
 
